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RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

NOMOR… TAHUN … 
 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. bahwa terwujudnya kesejahteraan umum bagi seluruh 
masyarakat di Daerah merupakan cita-cita Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu disusun 

perencanaan pembangunan Daerah; 
b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan Daerah terlaksana 

secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan 
kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, perlu disusun 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2025-2045; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44); 
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah 
Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah 

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 59); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL 
dan 

BUPATI BANTUL 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut 

RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut 

RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 
periode 5 (lima) tahun. 

3. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan otonomi daerah. 

5. Bupati adalah Bupati Bantul. 
 

BAB II 
PENYUSUNAN  

 

Pasal  2  
(1) Pemerintah Daerah menyusun RPJP Daerah. 

(2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran 
dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah 
jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun. 

 
Pasal  3  

(1) RPJP Daerah disajikan dengan sistematika: 

a. pendahuluan; 
b. gambaran umum kondisi Daerah;  

c. permasalahan dan isu strategis Daerah; 
d. visi dan misi Daerah; 
e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan  

f. penutup.  
(2) Sistematika RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 
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Pasal  4  
RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman 

penyusunan RPJM Daerah. 
 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 
 

Pasal  5  
(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

RPJP Daerah. 

(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang 
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang 

perencanaan dan pengendalian. 
(3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dan 
dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. 

 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal  6  
 

RPJM Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, 
masih tetap berlaku  sampai dengan ditetapkannya RPJM Daerah yang baru 
berdasarkan Peraturan Daerah ini. 

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  7  

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  Kabupaten Bantul. 
 

Ditetapkan di Bantul 
pada tanggal ... 
 

BUPATI BANTUL, 
 

 
 
ABDUL HALIM MUSLIH 

Diundangkan di  Bantul 
pada tanggal ... 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 
 

 
AGUS BUDIRAHARJA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ... 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (.../...) 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL 

NOMOR ... TAHUN ... 
 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 

 
I. UMUM 

 

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana 
pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional, dengan menggunakan pendekatan teknokratik, 
partisipatif, politis, atas-bawah, serta bawah-atas. Pendekatan 

teknokratis merupakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk 
mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan 
partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan bersama dengan dewan 

perwakilan rakyat daerah. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan 
bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam 
musyawarah pembangunan mulai dari tingkat kalurahan, kapanewon, 

dan Daerah. 
Dalam pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan daerah, 

harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, 
akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan 

lingkungan, yang terdiri atas RPJD Daerah, RPJM Daerah, dan rencana 
pembangunan tahunan Daerah yang disebut rencana kerja pemerintah 
daerah. 

RPJP Daerah merupakan rencana pembangunan Daerah dalam 

kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang akan menjadi pedoman bagi 
Bupati terpilih untuk menyusun RPJM Daerah setiap 5 (lima) tahun. 
RPJP Daerah ini telah disusun selaras dengan RPJP Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan RPJP Nasional, yang berisikan gambaran umum kondisi 

Daerah, permasalahan dan isu strategis Daerah, visi dan misi Daerah, serta 

arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas  

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul 
Tahun 2006-2025 akan berakhir masa berlakunya, sehingga perlu 
ditetapkan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur RPJP Daerah 

Tahun 2025-2045. 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Cukup jelas 
Pasal 3 

Cukup jelas 
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Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 
Pasal 6 

Cukup jelas 
Pasal 7 

Cukup jelas 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ... 


